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Abstract 
The concept of freedom of the judge explicitly mentioned in the Pancasila and the 
1945 Constitution which the Judicial power shall be an independent power to 
conduct judiciary to uphold law and justice. This paper aims to analyze the 
harmonization of norms in the legislation on the independence of judges in 
deciding the case in court. This paper is based on research using the normative 
approach to legislation, and the conceptual approach. The results showed that the 
presence of vagueness norms on freedom of judges in both the substantive 
guidelines judges (Law of the Republic of Indonesia Number 48 Year 2009 on 
Judicial Power) with formal guidelines (The Book of the Law of Criminal 
Procedure / Criminal Procedure Code), and in any regulations invitation of the 
court did not expressly explain the concept of freedom of freedom hakim.Konsep 
judges are expected to conform hierarchically based on legislation setting is set 
firm and clear, and there is no doubt in it related to harmonization among the 
rules, resulting in the elaboration of freedom of judges in each court decision, 
should also be able to meet and balance the law with the aim of legal certainty, 
justice, and expediency. 
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Abstrak 
Konsep mengenai kebebasan hakim secara tegas disebutkan dalam Pancasila dan 
UUD RI 1945 dimana Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang 
merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis mengenai harmonisasi norma-
norma dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan hakim dalam 
memutus perkara di pengadilan. Tulisan ini dibuat berdasarkan penelitian 
normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan, dan pendekatan 
konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa adanya kekaburan norma tentang 
kebebasan hakim baik dalam pedoman materiil hakim (Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) dengan 
pedoman formil (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP), serta di 
setiap peraturan perundang-undangan tentang pengadilan tidak menjelaskan 
secara tegas mengenai konsep kebebasan hakim.Konsep kebebasan hakim yang 
diharapkan dapat sesuai secara hierarki berdasarkan pengaturan perundang-
undangan yang diatur tegas dan jelas, serta tidak ada keraguan di dalamnya terkait 
dengan harmonisasi diantara aturan-aturannya, sehingga dalam penjabaran tentang 
kebebasan hakim dalam setiap putusan pengadilan, harus juga dapat memenuhi 
dan menyeimbangkan dengan tujuan hukum yakni kepastian hukum,  keadilan, 
dan kemanfaatan.  
Kata kunci: kebebasan hakim, harmonisasi, tujuan hukum 
 
Latar Belakang 
Norma-norma hukum yang berlaku dalam sistem norma hukum4 Negara 
Republik Indonesia berada dalam suatu sistem yang berlapis-lapis dan berjenjang-
jenjang sampai pada suatu norma dasar Negara (Staatsfundamentalnorm)5 
Republik Indonesia yaitu Pancasila. Kelima sila dari Pancasila dalam 
kedudukannya sebagai cita hukum6 rakyat Indonesia dalam kehidupan 
                                               
4 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2008, hlm. 68. Sistem norma hukum adalah setiap sistem mengandung beberapa asas yang 
menjadi pedoman dalam pembentukannya. Dapat dikatakan bahwa suatu sistem tidak terlepas dari 
asas-asas yang mendukungnya. Dengan demikian, sifat sistem itu menyeluruh dan berstruktur 
yang keseluruhan komponen-komponennya bekerja sama dalam hubungan fungsional. Jadi, 
hukum adalah suatu sistem. Artinya, suatu susunan atau tataan teratur dari aturan-aturan hidup, 
keseluruhannya terdiri dari bagian-bagian yang berkaitan satu sama lain. 
5 Maria Farida Indrati S, Ilmu Perundang-undangan Bagian 1, Kanisius, Yogyakarta, 2007, hlm. 
41. Staatsfundamentalnorm atau norma dasar merupakan norma tertinggi dalam suatu sistem 
norma tersebut tidak lagi dibentuk oleh suatu norma yang lebih tinggi lagi, tetapi norma dasar itu 
ditetapkan terlebih dahulu oleh masyarakat sebagai norma dasar yang merupakan gantungan bagi 
norma-norma yang berada di bawahnya, sehingga suatu norma dasar itu dikatakan pre-supposed 
atau ditetapkan terlebih dahulu. 
6 B. Arief Sidharta, Makalah Seminar: Filsafat Hukum Pancasila, Universitas Pancasila, 
Jakarta, 2006. Gagasan atau cita hukum (the idea of law, rechtsidee) dalam alam pikiran 
berdasarkan Pancasila, merupakan hukum yang timbul dari rasa wajib yang tertanam dalam jiwa 
manusia, yakni dalam akal budi dan budi nurani manusia, yang mengharuskan manusia bersikap 
dan berperilaku dengan cara tertentu terhadap dan berkenaan dengan adanya manusia (manusia-
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara positif merupakan bintang 
pemandu7 yang memberikan bimbingan dan pedoman dalam semua kegiatan, 
memberi isi kepada setiap peraturan perundang-undangan, dan secara negatif 
merupakan kerangka yang membatasi ruang gerak isi peraturan perundang-
undangan8 tersebut. 
Kedudukan UUD RI 1945 dalam sistem norma hukum Negara Republik 
Indonesia sebagai Aturan Dasar Negara/Aturan Pokok Negara (Verfassungnorm) 
yang jelas tercantum dalam Batang tubuh UUD RI 1945. Terkait dengan tindakan 
Hakim dalam membuat suatu putusan tersebut dipertegas juga dalam UUD RI 
1945, yaitu Pasal 24 ayat (1) dalam Bab IX tentang “Kekuasaan Kehakiman 
menyebutkan bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. 
Tindakan Hakim secara yuridis dalam proses membuat dan menghasilkan 
putusan melalui lembaga peradilan berlandaskan pada Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya 
disebut dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)9, dimana 
                                                                                                                                 
manusia) lain, untuk mewujudkan ketertiban dan keteraturan dalam  masyarakat, sedemikian rupa 
sehingga martabat dan kodrat manusia tidak tertindas. Cita hukum yang mengedepankan nilai-nilai 
Pancasila dalam perkembangannya diistilahkan dengan Hukum Pancasila, karena di dalamnya 
bersemangat nilai kekeluargaan. Sifat kekeluargaan ini mencakup asas kerukunan, asas kepatutan 
dan asas keselarasan sebagai ciri-ciri khas dari Hukum Pancasila. Semangat kekeluargaan 
menunjuk pada sikap yang berdasarkannya kepribadian setiap warga masyarakat diakui dan 
dilindungi oleh masyarakat. 
7 Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Indonesia Terpadu, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 
113. Maksud dari bintang pemandu tersebut bahwa Pancasila selain berfungsi sebagai dasar 
negara, juga berfungsi sebagai pedoman dan ukuran bagi perilaku manusia Indonesia dalam hidup 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Fungsi Pancasila sebagai pedoman artinya Pancasila 
sebagai petunjuk arah perilaku, yaitu ke arah perilaku yang baik dan benar sesuai dengan kelima 
asas Pancasila yang menurunkan kaidah-kaidah Pancasila yang jumlahnya 36 butir. Penjabaran 
sila-sila Pancasila dalam butir-butirnya merupakan refleksi dari dinamika perkembangan 
masyarakat. Selanjutnya fungsi Pancasila sebagai ukuran, artinya salah benarnya atau baik-
buruknya perilaku manusia Indonesia diukur dengan kaidah-kaidah Pancasila yang jumlahnya 36 
tersebut. 
8 Mr. drs. J.J.H. Bruggink yang di alih bahasakan oleh Arief Sidharta, Refleksi Tentang Hukum, 
Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 88. Isi kaidah (norminhoud) adalah keseluruhan ciri 
(unsur-unsur) yang mewujudkan kaidah itu. Lingkup kaidah (normomvang) adalah wilayah 
penerapan (toepassingsgebied) kaidah yang bersangkutan. Juga di sini arti dari aturan hukum itu 
harus ditautkan pada isi kaidahnya.  
9 Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sapta Artha Jaya, Jakarta, 1996, hlm. 10-24, 
Asas-asas yang dianut oleh KUHAP meliputi 1.Peradilan Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan 
(pasal 71), 2.Asas Praduga Tak Bersalah (penjelasan umum butir 3c), 3.Asas oportunitas (pasal 1 
butir a dan b serta pasal 137), 4.Pemeriksaan Pengadilan Terbuka untuk Umum (pasal 153 ayat (3) 
dan (4)), 5.Semua Orang Diperlakukan Sama di Depan Hukum (penjelasan umum butir 3a), 
6.Peradilan Dilakukan Oleh Hakim Karena Jabatannya dan Tetap, 7.Tersangka/terdakwa Berhak 
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Pasal 182 ayat (3) menyebutkan “Hakim mengadakan suatu musyawarah terakhir 
untuk mengambil keputusan”. Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan bahwa 
“musyawarah tersebut harus didasarkan10 atas surat dakwaan dan segala sesuatu 
yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang”. Kemudian Pasal 197 ayat (1) huruf e 
KUHAP menyebutkan, bahwa “tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam 
surat tuntutan”. Selanjutnya dalam Pasal 191 ayat (1) menyebutkan “Jika 
pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan 
terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah 
dan meyakinkan, maka terdakwa di putus bebas”. 
Hakim dalam melakukan praktiknya untuk melaksanakan tugas dalam 
menyelesaikan perkara, di wadahi oleh sebuah lembaga yang disebut dengan 
peradilan. Di Indonesia ada 2 (dua) konsep atau istilah yang sering dipergunakan 
yaitu Pengadilan dan Peradilan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) 
kata Peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara, sedangkan kata 
Pengadilan dikatakan sebagai orang yang mengadili. Kamus Hukum yang disusun 
oleh R.Subekti dan Tjitro Soedibio11 membedakan arti Peradilan dan Pengadilan 
sebagai berikut, peradilan (rechtspraak, judiciary), ialah segala sesuatu yang 
berhubungan dengan tugas negara menegakkan hukum dan keadilan, sedangkan 
Pengadilan (rechtsbank, court) adalah badan yang melakukan peradilan, yaitu 
memeriksa dan memutus sengketa-sengketa hukum dan pelanggaran-pelanggaran 
hukum/undang-undang. 
                                                                                                                                 
Mendapat Bantuan Hukum (pasal 69-74), 8.Asas Akusator dan Inkisitor, 9.Pemeriksaan Hakim 
yang Langsung dan Lisan (pasal 154, 155). 
10 Menurut KBBI  Edisi ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2007, hlm. 211. Pengertian dasar yaitu 1) 
tanah yang ada di bawah air (kali, laut, dan sebagainya), 2) Bagian yang terbawah (kuali, botol, 
dan sebagainya) yang di sebelah dalam ataupun yang di sebelah luar, 3) Lantai, 4) Latar (warna 
yang menjadi alas gambar dan sebagainya), 5) Lapisan yang paling bawah, 6) Bakat atau 
pembawaan sejak lahir, 7) Alas, fundamen, 8) Pokok atau pangkal suatu pendapat (ajaran, aturan), 
9) Cak memang begitu (tentang adat, tabiat, kelakuan, dan sebaginya), dan 10) Ling bentuk 
gramatikal yang menjadi asal dari suatu bentukan. Pengertian berdasar yaitu 1) Ada dasarnya, 
memakai dasar (dalam berbagai arti), 2) Beralasan. Pengertian berdasarkan yaitu 1) Menurut, 2) 
Memakai sebagai dasar, beralaskan, bersendikan, 3) Bersumber pada. Pengertian mendasar yaitu 
bersifat dasar (asas, pokok). Pengertian mendasari yaitu menjadi dasar (asas, pokok). Pengertian 
mendasarkan yaitu memakai sebagai dasar (alasan dan sebagainya). 
11 R. Subekti dan R. Tjitro Soedibio, Kamus Hukum, Padnya Paramita, Jakarta, 1971, hlm. 82-83. 
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Terkait dengan Sistem Peradilan, pada umumnya yang dianut oleh negara-
negara di dunia terdapat dua varian, yaitu12: 
1) Unity of Yurisdiction, sistem peradilan ini hanya mengenal satu lembaga 
peradilan dimana semua orang tunduk pada peradilan yang sama dianut 
oleh negara-negara dengan sistem common law.  
2) Duality of Yurisdiction¸sistem peradilan rangkap ini terdiri dari lebih dari 
satu lembaga peradilan, tiap-tiap lembaga peradilan mempunyai 
kompetensi absolut sendiri-sendiri dianit oleh negara-negara dengan 
sistem civil law. 
Sistem Peradilan yang dianut oleh Indonesia yaitu duality of yurisdiction, 
dimana ada 4 (empat) lingkungan peradilan sebagai pengadilan tingkat pertama13: 
1) Peradilan Umum, 
2) Peradilam Agama, 
3) Peradilan Militer, 
4) Peradilan Tata Usaha Negara.   
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman yang selanjutnya disebut dengan UUKK merupakan 
pedoman materiil bagi hakim dalam bertindak membuat suatu keputusan. Dimana 
dalam Pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Kekuasaan Kehakiman adalah 
kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan UUD RI 1945, demi 
terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Selanjutnya Pasal 3 ayat (1) 
menyebutkan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim 
konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. Pasal 6 ayat (2) menyebutkan 
bahwa tidak ada seorang pun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan 
karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat keyakinan 
bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas 
perbuatan yang didakwakan atas dirinya. 
                                               
12 Asmuni, Penundaan Pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara Oleh Pengadilan Tata 
Usaha Negara, Disertasi Program Doktor Ilmu Hukum pada fakultas Hukum Universitas 
Brawijaya, 2013, hlm. 74. 
13 R. Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia Ed. Revisi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 
2008, hlm. 195. 
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Kebebasan14 yang dimiliki hakim sudah tentu menjadi syarat bagi proses 
peradilan demi tercapainya tujuan hukum yaitu kepastian hukum bagi lembaga 
yudikatif, keadilan bagi pihak pelaku maupun korban, dan kemanfaatan bagi 
masyarakat. Namun pengertian kebebasan yang dimiliki oleh hakim itu sendiri 
dimaknai berbeda-beda oleh masing-masing undang-undang tentang peradilan 
tersebut. sehingga terjadi perbedaan penafsiran atau kekaburan norma tentang 
kebebasan yang dimiliki hakim. 
Berdasarkan uraian di atas, terdapat dua rumusan masalah dalam tulisan ini, 
yaitu bagaimana metode untuk mengharmonisasikan norma kebebasan hakim di 
tiap yurisdiksi/ruang lingkup pengadilan di Indonesia? dan bagaimana konsep 
kebebasan hakim di masa yang akan datang? 
Tulisan ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang dapat diartikan 
sebagai prosedur ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika 
keilmuan hukum dari sisi normatifnya.15 Titik tolak penelitian ini ialah untuk 
menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan tentang kebebasan hakim 
dalam memutus perkara di pengadilan yang pada saat ini terlihat bahwa adanya 
kekaburan norma hukum. 
Metode pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan 
(statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach).16 Pendekatan 
perundang-undangan digunakan untuk meneliti aturan-aturan yang terkait dengan 
kebebasan hakim dalam memutus perkara di pengadilan. Pendekatan konseptual 
digunakan untuk menganalisis tentang kebutuhan menggagas konsep harmonisasi 
norma-norma dalam peraturan perundang-undangan tentang kebebasan hakim 
dalam memutus perkara di pengadilan. 
Adapun teori yang digunakan yaitu, teori penemuan hukum dalam 
membahas rumusan masalah pertama, teori tujuan hukum dalam membahas 
                                               
14 Oemar Senoadji, Hukum-Hakim Pidana, Erlangga, Jakarta, 1979, hlm. 8 adalah bebas dalam 
mencari hukuman yang dijatuhkan terhadapa terdakwa secara tepat. Suatu kebebasan yang tidak 
berarti kebebasan mutlak secara tidak terbatas. Hlm. ini tidak mengandung arti dan maksud untuk 
menyalurkan kehendaknya dengan kesewenang-wenangan subyektif ataupun menetapkan berat 
ringannya hukuman secara konkrit.  
15 Johnny Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Cetakan Ke-6, Bayumedia 
Publishing, Jakarta, 2012, hlm. 57. 
16 Ibid., hlm. 301-302. 
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rumusan masalah kedua, sedangkan teori harmonisasi hukum dalam membahas 
rumusan masalah pertama dan kedua. 
Bahan hukum yang telah di kumpulkan dan di nilai keabsahannya, 
kemudian diolah  dengan cara di klasifikasi, di kategorikan, di sistemisasi, dan di 
interpretasikan sesuai dengan bahasan penelitian. Rangkaian kegiatan tersebut 
dilakukan dengan cara memaparkan, menelaah, mensistemasikan, menafsirkan 
dan mengevaluasi terhadap keseluruhan bahan hukum yang ada. Setelah bahan 
hukum yang didapat dan terkumpul, kemudian diolah dengan cara dideskripsikan 
dalam bentuk abstraksi peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya. 
Terakhir analisa terhadap bahan hukum yang telah terfokus tersebut kemudian 
dianalisa dengan berbagai aspek, aspek teoritis, aspek sosiologis, aspek yuridis 
yang akhirnya akan dapat ditarik kesimpulan setelah terlebih dahulu diverifikasi 
dengan berbagai teori yang dikemukakan sebagai pisau analisa. 
 
Pembahasan 
Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu 
proses penyelarasan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak 
atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai 
prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik17. 
Harmonisasi hukum memegang peran yang strategis dan harus dimulai sejak 
tahap perencanaan agar memudahkan proses selanjutnya, namun rumit dalam 
pelaksanaannya karena adanya pluralistik hukum dan perkembangan masyarakat 
global. Harmonisasi hukum tidak hanya menyangkut hal-hal yang bersifat yang 
dimaksudkan untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih atau saling 
bertentangan, tetapi lebih dari itu agar peraturan perundang-undangan yang 
dilahirkan dan kemudahan hukum positif dapat menjalankan fungsinya dengan 
baik dalam masyarakat. 
                                               
17 Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada 
asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: a. kejelasan tujuan; b. 
kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi 
muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. 
keterbukaan. 
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Harmonisasi peraturan perundang-undangan, tidak hanya terbatas pada 
macam atau jenis peraturan perundang-undangan beserta tata urutannya, secara 
ideal dilakukan terintegrasi, meliputi segala aspek dari paham peraturan 
perundang-undangan, yaitu: a) Pengertian umum peraturan perundang-undangan, 
b) Makna tata urutan peraturan perundang-undangan, c) Fungsi tata urutan 
peraturan perundang-undangan, d) Penamaan masing-masing peraturan 
perundang-undangan, e) Pengertian masing-masing peraturan perundang-
undangan, dan f) Hubungan norma peraturan perundang-undangan dengan norma 
hukum yang lain. Berikut di bawah ini merupakan struktur peraturan perundang-
undangan tentang norma kebebasan hakim: 
Bagan 1: 
Struktur Peraturan Perundang-UndangaTentang Norma Kebebasan Hakim 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Bahan Hukum Primer, diolah, 2014. 
Maksud dari gambar tersebut adalah, Pancasila sebagai Norma dasar yang di 
dalamnya terdapat nilai-nilai cita hukum, dimana Pancasila sebagai roh/jiwa dari 
seluruh peraturan perundang-undangan negara Indonesia. Roh/jiwa tersebut 
diimplementasikan dalam suatu form/rangka yaitu UUD 1945 sebagai Aturan 
Dasar dari seluruh peraturan perundang-undangan yang ada. Seluruh peraturan 
perundang-undangan tersebut berpatokan pada Pancasila dan UUD 1945, tidak 
terkecuali perundang-undangan yang khususnya tentang kekuasaan kehakiman. 
Baik itu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung, 
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, di setiap konsideran mengingat, 
PANCASILA 
UUD 1945 
UUKK (HUKUM MATERIIL) KUHAP (HUKUM FORMIL) 
UUMA 
UUPTUN UUPA UUPM UUPU 
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pasti akan mengacu pada aturan dasar tersebut. Walaupun terdapat berbagai 
macam ruang lingkup/yurisdiksi pengadilan di Indonesia, namun roh/jiwa dari isi 
undang-undang pengadilan tersebut secara harmonis mengacu seluruhnya pada 
Pancasila dan UUD 1945. 
Hakim yang merupakan personifikasi atas hukum harus menjamin rasa 
keadilan bagi setiap orang yang mencari keadilan melalui proses hukum legal, dan 
untuk menjamin rasa keadilan itu maka seorang hakim dibatasi oleh rambu-
rambu, seperti: akuntabilitas, integritas moral dan etika, transparansi, dan 
pengawasan.18 Terkait dalam hubungan dengan tugas sebagai hakim, maka 
independensi hakim masih harus dilengkapi lagi dengan sikap imparsialitas19 dan 
profesionalisme dalam bidang hukum. Seorang hakim di dalam mengemban 
tugasnya harus mendapatkan perlindungan sebagai penegak hukum untuk bebas 
dari pengaruh-pengaruh dan direktiva atau rekomendasi yang berasal dari: 
a. Lembaga-lembaga di luar badan-badan peradilan, baik eksekutif maupun 
legislatif, dan lain-lain; 
b. Lembaga-lembaga internal di dalam jajaran Kekuasaan Kehakiman 
sendiri; 
c. Pengaruh-pengaruh pihak yang beperkara; 
d. Pengaruh tekanan-tekanan masyarakat, baik nasional maupun 
internasional; 
e. Pengaruh-pengaruh yang bersifat trial by the press. 
Kebebasan hakim yang didasarkan pada kemandirian kekuasaan di 
Indonesia dijamin dalam Konstitusi Indonesia yaitu UUD RI 1945, yang 
selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 48 Tahun 2009 (UUKK). Independensi diartikan sebagai bebas dari 
pengaruh eksekutif maupun segala kekuasaan negara lainnya dan kebebasan dari 
paksaan, direktiva atau rekomendasi yang datang dari pihak-pihak extra judisiil, 
                                               
18 Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana, Jakarta, 2012, hlm. 167. 
19 Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Peradilan Bebas & Contempt of Court, Diadit 
Media, Jakarta, 2007, hlm. 14. Konsepsi ide yang berkembang secara universal mengenai perlunya 
suatu peradilan yang bebas dan tidak memihak (freedom and impartial judiciary). Kehendak 
mengenai peradilan yang bebas ini yaitu bebas dari segala sikap dan tindak maupun bentuk multi-
intervensi. Ide reaktif terhadap suatu freedom and impartial judiciary merupakan karakteristik dan 
persyaratan utama bagi Negara dan Masyarakat, baik yang mengenal sistem hukum Anglo Saxon 
dan Eropa kontinental, yang menyadari keberpijakan pada prinsip Rule of Law. 
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kecuali dalam hal-hal yang diijinkan oleh undang-undang. Demikian juga meliputi 
kebebasan dari pengaruh-pengaruh internal yudisial di dalam menjatuhkan 
putusan. 
Kebebasan eksistensial dari seorang hakim di dalam memutuskan sebuah 
keputusan melibatkan unsur manusiawi yang di dalamnya terdapat serangkaian 
pertimbangan-pertimbangan tertentu. Kebebasan eksistensial menegaskan bahwa 
seorang hakim harus mampu menentukan dirinya sendiri dalam membuat putusan 
pengadilan. Kebebasan sosial merupakan kebebasan di dalam membuat sebuah 
putusan didasarkan atas legitimasi pembatasan dalam kebebasan sosial. Hakim 
adalah salah satu profesi yang diberikan oleh masyarakat, dalam hal ini diwakili 
oleh negara, untuk memutuskan hal-hal yang berkaitan dengan kebebasan 
bersama yang dilanggar. Melalui kebebasannya seorang hakim akan 
menggunakan pertimbangan-pertimbangan obyektif untuk memuaskan tuntutan 
masyarakat atas dasar tuntutan keadilan.  
Kebebasan eksistensial dan sosial menjadi landasan pijak bagi setiap orang 
termasuk didalamnya seorang hakim untuk membuat sebuah sikap dan tindakan 
dalam berbagai bentuknya secara independen dan mandiri20. Namun kebebasan 
tersebut harus dilandasi oleh nilai tanggungjawab yang menyertai kebebasannya 
tersebut. Semakin keputusan yang diambil memenuhi nilai tanggungjawab, 
semakin bebas pula seseorang mewujudkan kebebasannya. Kebebasan seorang 
hakim di dalam membuat sebuah putusan hukum harus mendasarkan 
pertimbangan-pertimbangan yang matang dengan berangkat dari kebebasan 
eksistensialnya yang mendapat tempat dalam kebebasan sosial yang diberikan. 
Pertimbangan lanjutannya bahwa putusan yang dibuat hakim harus dapat 
dipertanggungjawabkan dengan memerhatikan suara hati dan moral otonom yang 
ada pada dirinya sendiri. Usaha mengharmonisasikan disini dilakukan bertujuan 
untuk menyeragamkan maupun menyerasikan kekaburan pemaknaan mengenai 
norma kebebasan hakim baik dalam pedoman materiil dan formil bagi hakim 
dalam beracara, yaitu dalam UUKK dengan KUHAP. 
Perbedaan yang terjadi antara UUKK dan KUHAP mengenai norma 
kebebasan hakim dapat dilihat dari Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UUKK 
                                               
20 Ahmad Kamil, ibid, hlm. 172. 
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dengan Pasal 182 ayat (4) KUHAP. Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 3 ayat (1) UUKK 
menginstruksikan agar setiap lembaga peradilan memiliki kekuasaan kehakiman 
yang merdeka dan mandiri, sedangkan Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyebutkan 
musyawarah yang dilakukan oleh hakim harus didasarkan atas surat dakwaan. 
Supaya lebih jelas lagi, berikut di bawah ini akan menjabarkan analisis mengenai 
kata didasarkan yang ada di KUHAP, yang akan dijelaskan dalam bagan 
harmonisasi norma kebebasan hakim dalam pedoman materiil (UUKK) dan formil 
(KUHAP): 
Tabel 1: 
Harmonisasi Norma Kebebasan Hakim Dalam UUKK dan KUHAP  
NO BAHAN ANALISIS 
METODE 
ANALISIS PENJELASAN HASIL ANALISIS 
1. 
Kata 
“Didasarkan” 
dalam 
Pasal 182 
ayat (4) 
KUHAP : 
“musyawarah 
tersebut harus 
didasarkan 
atas surat 
dakwaan dan 
segala sesuatu 
yang terbukti 
dalam 
pemeriksaan 
di sidang” 
Interpretasi 
Gramatikal21 
(Kamus 
Besar 
Bahasa 
Indonesia/ 
KBBI) 
Menurut KBBI  Edisi ketiga, Balai Pustaka, 
Jakarta, 2007, hal 211. Pengertian dasar yaitu 
1) tanah yang ada di bawah air (kali, laut, dan 
sebagainya), 2) Bagian yang terbawah (kuali, 
botol, dan sebagainya) yang di sebelah dalam 
ataupun yang di sebelah luar, 3) Lantai, 4) 
Latar (warna yang menjadi alas gambar dan 
sebagainya), 5) Lapisan yang paling bawah, 6) 
Bakat atau pembawaan sejak lahir, 7) Alas, 
fundamen, 8) Pokok atau pangkal suatu 
pendapat (ajaran, aturan), 9) Cak memang 
begitu (tentang adat, tabiat, kelakuan, dan 
sebaginya), dan 10) Ling bentuk gramatikal 
yang menjadi asal dari suatu bentukan. 
Pengertian berdasar yaitu 1) Ada dasarnya, 
memakai dasar (dalam berbagai arti), 2) 
Beralasan. Pengertian berdasarkan yaitu 1) 
Menurut, 2) Memakai sebagai dasar, 
beralaskan, bersendikan, 3) Bersumber pada. 
Pengertian mendasar yaitu bersifat dasar 
(asas, pokok). Pengertian mendasari yaitu 
menjadi dasar (asas, pokok). Pengertian 
mendasarkan yaitu memakai sebagai dasar 
(alasan dan sebagainya). 
Menurut pendapat penulis 
bahwa kata didasarkan tersebut 
dimana Surat Dakwaan yang 
dijadikan acuan bagi hakim 
dalam menjatuhkan putusan 
seharusnya hanya sebagai 
rambu-rambu/peringatan 
ataupun sebagai legal opinion 
untuk hakim dalam 
menjatuhkan putusan. Artinya 
disini, Surat Dakwaan hanya 
digunakan sebagai bahan 
pertimbangan saja yang di 
dalamnya mencakup gambaran 
umum mengenai beratnya 
tuntutan bagi terdakwa, bukan 
dijadikan sebagai dasar atau 
acuan bagi hakim dalam 
membuat putusan. Sehingga 
diharapkan, hakim lebih bebas 
untuk menentukan hasil putusan 
yang akan dibuat. 
2. Interpretasi Sistematis22 
- Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: Menyebutkan 
bahwa Kekuasaan kehakiman merupakan 
kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
Menurut Pendapat penulis, 
sudah jelas bahwa instruksi dari 
aturan dasar dari peraturan 
perundang-undangan Indonesia 
yaitu UUD 1945 maupun 
                                               
21 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 63. Interpretasi gramatikal 
adalah menafsirkan kata-kata dalam undang-undang sesuai kaidah bahasa dan kaidah hukum tata 
bahasa. 
22 Ibid, hlm. 66. Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai 
bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan, artinya tidak satu pun dari peraturan 
perundang-undangan tersebut dapat ditafsirkan seakan-akan berdiri sendiri, tetapi harus selalu 
dipahami dalam kaitannya dengan jenis peraturan yang lainnya. 
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Penjelasan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945: 
Kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang 
merdeka, artinya terlepas dari pengaruh 
kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan 
itu, harus diadakan jaminan dalam undang-
undang tentang kedudukan para hakim. 
- Pasal 1 ayat (1) UUKK : 
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan 
negara yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, demi terselenggaranya Negara 
Hukum Republik Indonesia. 
Penjelasan Pasal 1 ayat (1) UUKK: Cukup 
jelas 
- Pasal 3 ayat (1) UUKK: 
Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 
hakim dan hakim konstitusi wajib menjaga 
kemandirian peradilan. 
Penjelasan Pasal 3 ayat  (1) UUKK: Yang 
dimaksud dengan “kemandirian peradilan” 
adalah bebas dari campur tangan pihak luar 
dan bebas dari segala bentuk tekanan, baik 
fisik maupun psikis. 
- Pasal 6 ayat (2) UUKK: 
Tidak seorang pun dapat dijatuhi pidana, 
kecuali apabila pengadilan karena alat 
pembuktian yang sah menurut undang-
undang, mendapat keyakinan bahwa 
seseorang yang dianggap dapat bertanggung 
jawab, telah bersalah atas perbuatan yang 
didakwakan atas dirinya. 
Penjelasan Pasal 6 ayat (2) UUKK: Cukup 
jelas 
UUKK menyebutkan bahwa 
kekuasaan kehakiman dalam 
menyelenggarakan peradilan 
harus merdeka dan mandiri 
terlepas dari segala pengaruh 
baik pengaruh eksternal 
(eksekutif, legislatif) maupun 
internal (dari struktur lembaga 
yudikatif itu sendiri), namun 
terdapat satu pasal dalam 
UUKK yaitu pasal 6 ayat (2) 
yang intinya putusan hakim 
harus didasarkan pada surat 
dakwaan. Seharusnya, Pasal 
dalam UUKK tersebut dikaji 
ulang kembali, dan kemudian 
diberi penjelasan mengenai 
pasal tersebut agar tidak terjadi 
kekaburan makna dalam suatu 
peraturan perundang-undangan. 
Sehingga hasil yang akan 
dicapai, yaitu berupa kebebasan 
(merdeka dan mandiri) hakim 
dalam menjatuhkan putusan 
sesuai dengan hati nuraninya, 
tanpa terpengaruh dari pihak 
manapun. 
3. 
Interpretasi 
Undang-
Undang23 
- Penjelasan Atas Undang-Undang Republik 
Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 
Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 182 
ayat (4): Cukup jelas. 
- Risalah RUU KUHAP 
Pasal 172 ayat (2): 
Setelah ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan, hakim mengadakan 
musyawarah terakhir untuk mengambil 
keputusan dan apabila perlu musyawarah 
tersebut diadakan setelah terdakwa, saksi, 
penasihat hukum, penuntut umum, dan 
hadirin meninggalkan ruang sidang. 
Pasal 172 ayat (3): 
Musyawarah sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) harus didasarkan atas surat 
dakwaandan segala sesuatu yang terbukti 
dalam pemeriksaan di sidang. 
Menurut pendapat penulis, 
mengenai kata didasarkan dalam 
kuhap tersebut tidak dijelaskan 
secara terperinci dalam 
penjelasan KUHAP itu sendiri, 
selain itu, dalam risalah RUU 
KUHAP, pedoman kata 
didasarkan tersebut masih terus 
digunakan. Selain itu dalam 
penjelasan RUU KUHAP tidak 
dijelaskan secara gamblang 
mengenai maksud dari kata 
didasarkan tersebut, sehingga 
kedepannya pasti akan 
mengalami ambiguitas dalam 
memaknai kata didasarkan 
tersebut. Seharusnya menurut 
pendapat penulis, untuk 
                                               
23 Ibid, hlm. 65. Interpretasi menurut undang-undang adalah mencari maksud dari peraturan 
perundang-undnagan itu seperti apa yang dilihat oleh pembuat undang-undang ketika undang-
undang itu dibentuk dulu. 
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- Penjelasan Risalah RUU KUHAP 
Pasal 172 ayat (2): 
Apabila tidak terdapat mufakat bulat, 
pendapat lain dari salah seorang hakim 
majelis dicatat dalam berita acara sidang 
majelis yang sifatnya rahasia. 
Pasal 172 ayat (3): 
Cukup jelas. 
kedepannya dalam RUU 
KUHAP, supaya setiap pasal 
serta setiap kata-kata dalam 
pasalnya harus diberikan 
penjelasan masing-masing, agar 
tidak terjadi ambiguitas 
pemaknaan/kekaburan. 
Sumber: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah, 2014. 
Selain perbedaan yang terjadi antara UUKK dan KUHAP mengenai norma 
kebebasan hakim, juga belum adanya keseragaman penjabaran pemaknaan 
mengenai norma kebebasan hakim dalam masing-masing peradilan yang tidak 
disebutkan secara jelas dimana hanya menyinggung tentang kebebasan hakim 
dalam konsideran menimbang, sehingga terjadi kekaburan norma mengenai 
kebebasan hakim dalam masing-masing undang-undang tersebut. Berikut ini 
adalah bagan mengenai harmonisasi norma kebebasan hakim di tiap 
yurisdiksi/ruang llingkup pengadilan di Indonesia: 
Bagan 2: 
Harmonisasi Norma Kebebasan Hakim 
di Tiap Yurisdiksi/Ruang Lingkup Pengadilan di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bahan Hukum Primer, diolah, 2014. 
UUD 1945 
Pasal 24 ayat (1): Kekuasaan kehakiman 
merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan guna 
menegakkan hukum dan keadilan. 
 
UUMA 
Konsideran Menimbang huruf a:Bahwa 
kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan yang dilakukan oleh sebuah 
Mahkamah Agung dan badan peradilan 
yang berada di bawahnya dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan 
peradilan agama, lingkungan peradilan 
militer, dan lingkungan peradilan tata 
usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah 
Konstitusi. 
UUKK 
Pasal 1 ayat (1):Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka 
untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. 
Pasal 3 ayat  (1):Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim dan hakim 
konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan. 
 
UUPU 
Konsideran Menimbang Huruf 
a:kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan 
yang merdeka untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan 
keadilan sehingga perlu diwujudkan adanya 
lembaga peradilan yang bersih dan 
berwibawa dalam memenuhi rasa keadilan 
dalam masyarakat. 
UUPTUN 
Konsideran Menimbang huruf b:Bahwa 
Peradilan Tata Usaha Negara merupakan 
lingkungan peradilan di bawah Mahkamah 
Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman 
yang merdeka, untuk menyelenggarakan 
peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. 
UUPM 
Pasal 7 ayat (1):Pembinaan 
organisasi dan prosedur, 
administrasi, finansial badan-
badan Pengadilan dan Oditurat 
dilakukan oleh Panglima. 
Pasal 7 ayat (2):Pembinaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak boleh mengurangi 
kebebasan hakim dalam 
memeriksa dan memutus perkara. 
 
UUPA 
Konsideran Menimbang huruf 
a:kekuasaan kehakiman adalah 
kekuasaan yang merdeka untuk 
menyelenggarakan peradilan 
guna menegakkan hukum dan 
keadilan sehingga perlu 
diwujudkan adanya lembaga 
peradilan yang bersih dan 
berwibawa dalam memenuhi rasa 
keadilan dalam masyarakat. 
Proses mengharmonisasikan norma kebebasan 
hakim di tiap yurisdiksi/ruang lingkup 
pengadilan di Indonesia dilakukan dengan cara 
metode interpretasi sistematis. Intisari dari 
kebebasan hakim yang dimaksud di tiap 
yurisdiksai/ruang lingkup pengadilan tersebut 
adalah dalam menyelenggarakan peradilan, 
hakim harus merdeka dan mandiri demi 
tegaknya hukum dan keadilan, dimana 
lembaga peradilan tersebut harus bersih dan 
berwibawa, sehingga dapat terpenuhi rasa 
keadilan dalam masyarakat. 
14 
 
 
Sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat bangsa-bangsa memiliki 
keragaman satu sama lain. Sistem hukum yang pada umumnya dianut yaitu civil 
law  dan common law. Apabila membahas tentang sistem hukum erat kaitannya 
dengan sistem peradilan pidana pada suatu negara, sebab sistem hukum 
merupakan suatu sistem yang kajian materinya yang meliputi substansi, struktur 
dan budaya hukum24. Negara Indonesia merupakan negara yang menganut Sistem 
Peradilan Pidana civil law. 
a. Civil Law (Eropa Kontinental) 
Prinsip utama yang menjadi dasar sistem hukum civil law  itu ialah “hukum 
memperoleh kekuatan mengikat, karena diwujudkan dalam peraturan-peraturan 
yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematik di dalam kodifikasi 
atau kompilasi tertentu”. Berdasarkan tujuan hukum dan sistem hukum yang 
dianut, hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan 
mengikat umum. Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan 
peraturan-peraturan dalam batas-batas wewenangnya”. Putusan seorang hakim 
dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang berperkara saja (doktrins 
Res Ajudicata). Sumber hukum di dalam sistem civil law adalah25: 
1. Undang-undang, 
2. Peraturan-peraturan, 
3. Kebiasaan-kebiasaan di masyarakat. 
Terkait dengan pemeriksaan di hadapan sidang pengadilan bagi negara yang 
menganut civil law, pemeriksaan dilakukan secara inquisitor. Hakim memutus 
berdasarkan urutan penerimaan pembuktian. Hakim menginterograsi tersangka 
dan para saksi. Hakim berusaha untuk memperoleh gambaran yang obyektif dan 
luas atau lengkap mengenai delik yang dituduhkan jaksa. Pemeriksaan inquisitor 
merupakan pencarian berdasarkan wewenang bagi kebenaran dan bukan semata-
mata merupakan debat tentang berbagai kemungkinan untuk meninjau fakta-fakta 
serta untuk menilai alat-alat bukti. Pemeriksaan pada saat di hadapan sidang, 
pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk menguji dapat dipercaya tidaknya 
                                               
24 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm. 11. 
25 Abdoel Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 69. 
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seorang saksi dan keakuratan keterangan yang diberikan digunakan oleh hakim 
dalam interograsinya yang mendalam. 
Salah satu negara yang menganut civil law selain Indonesia yaitu Belanda. 
Kekuasaan kehakiman di negara Belanda mengenal pula lembaga peradilan 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang tentang Peradilan 
(Wet Op De Rechterlijke Organisatie/Wet RO) negara Belanda Tahun 1827 yang 
terdiri dari: 
1. Peradilan Negeri, 
2. Peradilan Tinggi, dan 
3. Mahkamah Agung. 
Lembaga kekuasaan kehakiman di Belanda dipimpin oleh Dewan/Menteri 
Kehakiman, dimana lembaga kekuasaan kehakiman di Belanda terdiri dari 19 
pengadilan negeri, 5 pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung Belanda. 
Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi di lingkungan peradilan umum di 
Belanda. Tugas yang paling penting dari Mahkamah Agung yaitu untuk 
melaksanakan kasasi 26. Pada Pasal 6 ayat (1) Wet RO secara eksplisit 
menggambarkan sebuah kekuasaan kehakiman yang mandiri, bunyi pasal 6 
sebagai berikut: 
Artikel 6 
(1) Het bestuur van een gerecht vormt voor het behandelen en beslissen van zaken 
en het beëdigen van de daartoe bij de wet aangewezen functionarissen 
enkelvoudige en meervoudige kamers en bepaalt de bezetting daarvan.(Pasal 6 
ayat (1): “Dewan pengadilan adalah untuk mempertimbangkan dan memutuskan 
perkara dan disumpah ditunjuk sebagai aparat penegak hukum tunggal dan 
beberapa kamar dan menentukan komposisi mereka.”) 
Berdasarkan bunyi pasal tersebut mengindikasikan bahwa kata tunggal, 
walaupun hakim merupakan bagian dari struktur aparat penegak hukum, tetapi 
hakim bertindak secara tunggal (mandiri). Selain mengenal Undang-Undang 
tentang Pengadilan (Wet RO) Belanda pun mengenal Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana untuk beracara bagi para penegak hukum yaitu Het Wetboek 
                                               
26 Government of the Netherlands, Ministry of Security and Justice, The Judiciary, 
www.government.nl/ministries/venj/organisation/departments-and-institutions, diakses 26 Juni 
2014 pukul 12.00 WIB. 
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Van Strafvordering. KUHAP Belanda juga mengisyaratkan suatu kekuasaan 
kehakiman yang mandiri, sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 216 a ayat 
(1) dan (3) Het Wetboek Van Strafvordering:  
Artikel 216 a 
(1) De rechter-commissaris beëdigt de getuige dat hij de gehele waarheid en niets 
dan de waarheid zal zeggen; (3) De rechter-commissaris beëdigt de deskundige 
dat hij naar waarheid en zijn geweten zal verklaren.(Pasal 216 a ayat (1): “Hakim 
bersumpah dalam kesaksiannya bahwa akan mengatakan seluruh kebenaran; Pasal 
216 a ayat (3): Hakim bersumpah bahwa akan menjelaskan kebenaran sesuai 
dengan hati nuraninya.”)  
Tetapi dalam KUHAP Belanda pun mengalami kekaburan norma tantang 
kebebasan hakim seperti di Indonesia, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 348 dan 
Pasal 359 ayat (1), (2) Het Wetboek Van Strafvordering yang berbunyi: 
Artikel 348 
De rechtbank onderzoekt op den grondslag der telastlegging en naar aanleiding 
van het onderzoek op de terechtzitting de geldigheid der dagvaarding, hare 
bevoegdheid tot kennisneming van het telastegelegde feit en de ontvankelijkheid 
van den officier van justitie en of er redenen zijn voor schorsing der 
vervolging.(Pasal 348: ”Pengadilan meneliti dasar dakwaan dan mengikuti 
pemeriksaan di persidangan, Yurisdiksinya untuk mendengar fakta yang diterima 
dari jaksa dan dasar alasan  dari penuntutan.”) 
Artikel 359 
(1) Het vonnis bevat het ten laste gelegde alsmede de vordering van de officier 
van justitie; (2) De beslissingen vermeld in de artikelen 349, eerste lid, en 358, 
tweede en derde lid, zijn met redenen omkleed. Het vonnis geeft, indien de 
beslissing afwijkt van door de verdachte dan wel door de officier van justitie 
uitdrukkelijk onderbouwde standpunten, in het bijzonder de redenen op die 
daartoe hebben geleid.(Pasal 359 ayat (1): “Putusan ini dipertimbangkan 
berdasarkan tuntutan jaksa.”; Pasal 359 ayat (2): “Keputusan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 349, paragraf pertama, dan 358 ayat kedua dan paragraf 
ketiga. Alasan yang menjadi bahan pertimbangan jika putusan terbukti berbeda 
dari terdakwa atau penuntut umum, khususnya alasan penyebab.”) 
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Berdasarkan kedua Pasal tersebut, nampak bahwa putusan yang dibuat oleh 
hakim harus berdasarkan pertimbangan dari surat dakwaan/tuntutan jaksa 
penuntut umum. Maka di dalam KUHAP Belanda juga terjadi kekaburan norma 
sebagaimana di negara Indonesia. 
b. Common Law (Anglo Saxon) 
Sistem hukum Anglo Saxon27 dikenal juga dengan sebutan Anglo Amerika. 
Sumber hukum dalam sistem hukum common law ialah28: 
1. Putusan-putusan hakim/pengadilan” (judicial decisions). 
2. Kebiasaan-kebiasaan. 
3. Peraturan administrasi negara (Konstitusi). 
Sumber-sumber hukum tersebut tidak tersusun secara sistematis dalam 
hierarki tertentu seperti pada sistem hukum civil law. Selain itu, dalam sistem 
hukum common law ada “peranan” yang diberikan kepada seorang hakim yang 
berbeda dengan sistem hukum civil law. Hakim berfungsi tidak hanya sebagai 
pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum 
saja. Hakim juga berperan besar dalam membentuk seluruh tata kehidupan 
masyarakat. Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan 
peraturan hukum yang berlaku. Selain itu, menciptakan prinsip-prinsip hukum 
baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan 
perkara yang sejenis. 
Sistem hukum common law  menganut suatu doktrin yang dikenal dengan 
nama “’the doctrine of precedent/Stare Decisis”, yang pada hakikatnya doktrin ini 
menyatakan bahwa dalam memutuskan suatu perkara, seorang hakim harus 
mendasarkan putusannya pada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan 
hakim lain dari perkara sejenis sebelumnya. Apabila itu dianggap tidak sesuai lagi 
dengan perkembangan jaman, hakim dapat menetapkan putusan baru berdasarkan 
nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan akal sehat (common sense) yang dimilikinya. 
Melihat kenyataan bahwa prinsip-prinsip hukum yang timbul dan berkembang 
                                               
27 Ade Maman Suherman, Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Raja Grafindo Persada, 
Jakarta, 2004, hlm. 75. Sistem hukum common law bersifat adversarial yang berdasarkan 
keputusan pengadilan yang berdasarkan tradisi, custom, dan preseden. Sistem ini menggunakan 
logika berpikir induktif  dan analogi. 
28 Abdoel Djamali, Ibid, hlm. 71. 
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dari putusan-putusan hakim untuk suatu perkara atau kasus yang dihadapi, sistem 
hukum common law secara berlebihan sering disebut sebagai Case Law. 
Sistem hukum common law  mengisyaratkan dimana kekuasaan negara 
harus dibatasi, hal ini tercermin dalam peranan yang pasif dari hakim yang 
mengadili perkara. Dewan juri mengemban beban berat yang diberikan 
sehubungan dengan partisipasi warga masyarakat dalam menjalankan kekuasaan 
negara, juga di dalam kekuasaan yudikatif (dalam kacamata Trias Politika29). 
Sistem common law dalam pemeriksaan dihadapan sidang bersifat 
perlawanan30 dalam hukum (menurut sistem akusator) terdapat sedikit dominasi 
dalam penemuan fakta oleh pejabat. Penyajian bukti-bukti dan pemeriksaan 
(interograsi) saksi-saksi merupakan bidang wewenang para pihak. Salah satu 
negara yang menganut sistem hukum common law yaitu Amerika. Amerika 
memiliki yurisdiksi pengadilan yang cukup banyak, diantaranya terdiri dari lima 
puluh satu sistem pengadilan, lima puluh sistem negara dan pengadilan federal. 
Hal yang menarik dari sistem di Amerika yaitu dimana para penggugat yang harus 
mencari atau menentukan pengadilan mana yang memiliki yurisdiksi terhadap 
tergugat. Yurisdiksi pengadilan Amerika disebutkan dalam Article III Constitution 
of the United States31 yaitu: 
Article III 
Section 1: The judicial Power of the United States, shall be vested in one supreme 
Court, and in such inferior Courts as the Congress may from time to time ordain 
and establish. The Judges, both of the supreme and inferior Courts, shall hold 
their Offices during good Behaviour, and shall, at stated Times, receive for their 
Services, a Compensation, which shall not be diminished during their 
                                               
29 Azhary, Negara Hukum Indonesia, UI-Press, Jakarta, 1995, hlm. 28, Trias Politika merupakan 
hasil pemikiran dari Montesquieu yaitu tentang pemisahan tiga kekuasaan. Menurutnya, fungsi 
negara hukum harus dipisahkan dalam tiga kekuasaan lembaga negara, yakni : 1. Kekuasaan 
Legislatif, yang membentuk undang-undang, 2. Kekuasaan Yudikatif, yang menjatuhkan hukuman 
atas kejahatan dan yang memberikan putusan apabila terjadi perselisihan antara para warga, dan 3. 
Kekuasaan Eksekutif, yang melaksanakan undang-undang. Kedudukan ketiga kekuasaan itu 
hendaklah seimbang, yang satu tidak lebih tinggi daripada yang lain, hlm. ini bertujuan menjamin 
kebebasan warga dan mencegah adanya pemerintah absolut. 
30 Perlawanan dalam arti perdebatan argumentasi berdasarkan alat bukti dan sebagainya antara 
jaksa penuntut umum dan terdakwa yang didampingi pembela. 
31 United States Senate, Constitution of the United States, 
www.senate.gov/civics/constitution_item/constitution.htm, diakses 26 Juni 2014 pukul 13.05 
WIB. 
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Continuance in Office.(Bagian 1: “Kekuasaan peradilan Amerika Serikat akan 
berada pada satu Makamah Agung, dan pada Pengadilan rendah seperti Kongres 
dari waktu ke waktu ditentukan dan dibentuk. Hakim-hakim, baik dari Pengadilan 
tertinggi dan rendah, akan memegang jabatan mereka selama memiliki Perilaku 
yang baik, dan akan, pada waktu yang ditentukan menerima atas Jasa mereka 
yaitu sebuah Kompensasi, yang tidak akan dikurangi selama mereka memegang 
jabatan.”) 
Berdasarkan Article III Section 1 tersebut, bahwa Kekuasaan kehakiman di 
negara Amerika berada di bawah satu kekuasaan yaitu Mahkamah Agung. 
Kekuasaan Mahkamah Agung ini membawahi seluruh peradilan yang ada di 
Amerika sebagaimana di atur dalam Supreme Court of the United States.  
Oleh karena sistem di Amerika yang mengharuskan para penggugat 
berperan aktif mencari atau menentukan pengadilan mana yang memiliki 
yurisdiksi terhadap tergugat, maka hakim disini atau lembaga yudikatif disini 
berperan pasif. Walaupun hakim yang berwenang untuk menjatuhkan putusan, 
namun yang memiliki peran aktif untuk menilai suatu kasus yaitu dewan juri. 
Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan pertimbangan dari para 
dewan juri. 
Pengadilan atau hakim disini hanya menerima pengajuan perkara (lawsuit) 
yang disertai dengan gugatan secara tertulis oleh penggugat, setelah itu 
menentukan pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas perkara yang diajukan, 
kemudian penggugat mengajukan tuntutan. Ketika perkara ini di proses di 
pengadilan, yang melakukan penilaian terhadap perkara adalah dewan juri. 
Setelah dewan juri memberikan penilaiannya kepeda pengadilan, kemudian hakim 
mengkaji alasan-alasan hukum (legal reasoning) perkara tersebut. Pada tahap 
pembuatan keputusan, pengadilan dapat menerapkan pilihan dalam menemukan 
hukum, diantaranya sumber hukum yang akan dijadikan dasar dalam pembuatan 
keputusan yaitu konstitusi (Constitution of the United States khususnya Article 
III), undang-undang tertulis (statutes), dan keputusan pengadilan sebelumnya 
(Previous Court Decision). Perbedaan antara sistem civil law dan common law 
diantaranya sebagai berikut32: 
                                               
32 Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm. 247-251. 
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1. Hukum civil law berdasarkan pada perundang-undangan, sedangkan 
common law mendasarkan pada prosedur formalitas (writ) yang salah 
satunya yaitu peran aktif dari juri. Sehingga common law  bukan 
merupakan sistem yang ditujukan ke arah penggarapan keadilan, 
melainkan lebih merupakan kumpulan prosedur yang dirancang untuk 
mencapai penyelesaian dalam suatu sengketa. 
2. Perbedaan tentang konsep kaidah hukum. Kaidah dalam sistem common 
law berkembang melalui keputusan hakim. Sedangkan sistem civil law 
mengembangkan kaidah hukum secara sistematis doktrinal dan 
berdasarkan perundang-undangan yang dibuat oleh badan legislatif. 
Sehingga kaidah hukum dalam sistem common law  kurang dirumuskan 
secara umum, namun dapat dijumpai lebih banyak kaidah hukum yang 
mempunyai isi konkrit (kaidah hukum bersifat konkrit) yang mengarah 
pada penyelesaian suatu kasus tertentu. 
3. Hukum perundang-undangan sistem common law lebih bersifat kasuistis, 
sedangkan sistem civil law perumusan perundang-undangannya secara 
umum, yang memuat prnsip-prinsip umum. 
4. Sistem common law berkembang melalui praktek, melalui penciptaan 
kaidah oleh hakim. Sedangkan sistem civil law dikembangkan oleh para 
penulis dan pemikir, maka kaidah yang ditampilkan lebih terstruktur 
secara sistematis dan rasional. 
 
Berikut di bawah ini akan digambarkan mengenai kontribusi yang dapat 
diberikan bagi negara Indonesia mengenai Kontribusi Perbandingan Sistem 
Hukum Civil Law dan Common Law Untuk Konsep Kebebasan Hakim di 
Indonesia: 
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Bagan 3: 
Kontribusi Perbandingan Sistem Hukum Civil Law dan Common 
Law Untuk Konsep Kebebasan Hakim di Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bahan Hukum Primer dan Sekunder, diolah, 2014. 
Berdasarkan dari perbandingan antara sistem hukum civil law dan common 
law, maka diperoleh sebuah konsep mengenai kebebasan (merdeka dan mandiri) 
hakim yang tersusun rapih secara sistematis doktrinal dalam sebuah peraturan 
perundang-undangan, namun mengadopsi nilai kaidah hukum dari negara common 
law yang berdasarkan putusan hakim, sehingga hakim disini  memiliki wewenang 
yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan 
menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang mengikuti perkembangan 
masyarakat, dimana kebebasannya tidak terbelenggu oleh peraturan perundang-
Sistem Hukum Common Law (Inggris) 
 
Sistem Hukum Civil Law (Belanda) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wet Op De Rechterlijke Organisatie 
(Wet RO/UU Pengadilan): Pasal 6 
ayat (1) mengisyaratkan hakim 
sebagai aparat penegak hukum 
tunggal (hakim bersifat merdeka). 
Het Wetboek Van Strafvordering (Hukum 
Acara Pidana/KUHAP): Pasal 216 a ayat 
(3) menyebutkan hakim bersumpah 
menjelaskan kebenaran sesuai dengan hati 
nuraninya (hakim bersifat mandiri) 
Het WvS (Hukum Acara Pidana): 
Pasal 348 dan Pasal 359, secara 
eksplisit mengisyarakatkan 
putusan hakim harus berdasarkan 
surat dakwaan 
Hakim tidak dapat leluasa menciptakan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat umum. 
Hakim hanya berfungsi “menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan dalam batas-batas 
wewenangnya”. Putusan seorang hakim dalam suatu perkara hanya mengikat para pihak yang 
berperkara saja (doktrins Res Ajudicata). Sehingga putusan yang dibuat oleh hakim tidak dapat 
mengikuti dengan perkembangan masyarakat, karena terbelenggu oleh uu yang ada. Kebebasan 
(merdeka dan mandiri) hakim dibatasi oleh peraturan per-uu-an.  
Hakim berfungsi tidak hanya sebagai pihak yang bertugas menetapkan dan menafsirkan peraturan-peraturan hukum saja. 
Hakim mempunyai wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-
prinsip hukum baru yang akan menjadi pegangan bagi hakim-hakim lain untuk memutuskan perkara yang sejenis. Hakim 
memiliki kebebasan yang luas, tidak dibatasi oleh per-uu-an. 
Kekuasaan negara dibatasi, hal ini tercermin dari peran aktif dewan 
juri dalam memberikan pertimbangan legal reasoning bagi hukum 
dalam menjatuhkan putusan. 
Kekuasaan peradilan berada pada satu kekuasaan 
yaitu Mahkamah Agung (Article III Constitution 
of the United States) 
Penggugat berperan aktif mencari atau menentukan pengadilan, hakim atau lembaga 
yudikatif berperan pasif (menerima gugatan perkara), hakim berwenang untuk 
menjatuhkan putusan, namun yang memiliki peran aktif untuk menilai suatu kasus 
yaitu dewan juri. Sehingga hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 
pertimbangan dari para dewan juri. 
Kaidah hukum berkembang 
berdasarkan putusan hakim, 
sehingga perumusannya secara 
umum, namun bersifat konkrit & 
kasuistis. 
Kaidah hukum 
berkembang 
berdasarkan per-uu-
an yang tersusun 
secara sistematis 
doktrinal. 
Konsep Kebebasan (Merdeka dan Mandiri) Hakim di Indonesia (civil law) tetap melanjutkan suatu kaidah hukum yang 
berkembang berdasarkan per-uu-an yang tersusun secara sistematis doktrinal, namun mengadopsi pula nilai kaidah 
hukum dari negara common law yang berdasarkan putusan hakim, sehingga hakim disini  memiliki wewenang yang 
sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang 
mengikuti perkembangan masyarakat, dimana kebebasannya tidak terbelenggu oleh per-uu-an 
 
22 
 
 
PANCASILA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
  UUD 1945 
undangan, namun hukum atau keputusan yang dibuat oleh hakim memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat secara umum (bukan hanya untuk pihak yang 
berperkara saja). 
Pokok-pokok pikiran yang terdapat di dalam Pancasila berguna untuk 
mewujudkan cita-cita hukum, sebagaimana termaktub dalam Pembukaan UUD 
1945, yang menguasai aturan hukum dasar negara baik tertulis maupun tidak 
tertulis, hal ini berarti bahwa aturan dasar negara tersebut tidak boleh 
bertentangan dengan Pancasila. Letak UUD RI 1945 tersebut merupakan hukum 
tertinggi dalam urutan perundangan, maka dengan sendirinya Pancasila 
merupakan sumber dari segala sumber hukum. 
Selain itu, terkait dengan kebebasan hakim dalam membuat putusan juga 
harus sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia (Ius Constitutum), 
yakni diantaranya UUKK dan KUHAP, dimana keduanya merupakan pedoman 
yang secara khusus (Ius generalis) mengatur bagi kekuasaan kehakiman dan 
berfungsi sebagai pedoman bagi para penegak hukum yang termasuk di dalamnya 
adalah hakim untuk beracara dalam perkara pidana, sehingga Kebebasan hakim 
dalam membuat putusan dapat mencerminkan tujuan hukum. Berikut adalah 
gambar mengenai konsep kebebasan hakim yang  mencerminkan tujuan hukum: 
Gambar 1: 
Konsep Kebebasan Hakim Yang Mencerminkan Tujuan Hukum 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Bahan Hukum Sekunder, diolah, 2014.  
UUKK 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KUHAP 
Kebebasan 
Hakim 
(Merdeka dan 
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KEPAS-
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KEMAN 
FAATAN 
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AN 
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Konsep kebebasan hakim yang mencerminkan tujuan hukum dalam putusan 
hakim sebagaimana digambarkan oleh penulis di Gambar 13 merupakan satu 
sistem kesatuan yang tidak terpisah antara komponen yang satu dengan yang lain. 
Kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut tidak terlepas dari nilai-nilai yang 
terkandung dalam Pancasila dan pokok-pokok aturan dalam UUD 1945. Hakim 
sebagai salah satu komponen aparatur negara yang berada di dalam lembaga 
Yudikatif berpedoman pada UUKK sebagai pedoman materiil dan KUHAP 
sebagai pedoman beracara. 
Kebebasan yang dimaksud oleh penulis disini yaitu sebagaimana yang 
disebutkan dalam konsep sebelumnya yaitu kebebasan (merdeka dan mandiri) 
hakim yang tersusun rapih secara sistematis doktrinal dalam sebuah peraturan 
perundang-undangan, namun fleksibel menafsirkan peraturan hukum yang berlaku 
dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang mengikuti perkembangan 
masyarakat, dimana kebebasannya tidak terbelenggu oleh peraturan perundang-
undangan, namun hukum atau keputusan yang dibuat oleh hakim memiliki 
kekuatan hukum yang mengikat secara umum (bukan hanya untuk pihak yang 
berperkara saja). 
Kebebasan yang dimiliki oleh hakim tersebut, walaupun harus up to date 
dalam menafsirkan peraturan hukum yang berlaku, tetap harus mencerminkan 
tujuan hukum (kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan), karena dengan 
mencerminkan tujuan hukum merupakan pencerminan dari negara hukum. 
Idealnya, memang hukum harus mengakomodasikan ketiganya33, dimana putusan 
hakim sedapat mungkin merupakan hasil dari ketiganya. Namun sebagaimana 
yang Radbruch sendiri ajarkan bahwa dalam penerapan tujuan hukum tersebut 
dapat menggunakan asas prioritas34 dari ketiga asas tersebut. Namun pendapat lain 
dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo35 bahwa ketiga asas tersebut harus 
dilaksanakan secara kompromi, yaitu dengan cara menerapkan ketiga-tiganya 
secara berimbang atau proporsional. 
                                               
33 Boy Nurdin, Kedudukan dan Fungsi Hakim Dalam Penegakan Hukum di Indonesia, 
Alumni, Bandung, 2012, hlm. 60. 
34 Achmad Ali, Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), Chandra 
Pratama, Jakarta, 1993, hlm. 96. 
35 Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum, Citra Aditya 
Bhakti, Bandung, 1993, hlm. 2. 
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Hal ini digambarkan dengan garis putus-putus dalam gambar di atas, dimana 
maksud dari garis putus-putus tersebut yaitu dari ketiga asas tersebut dalam 
penerapannya dapat diprioritaskan terlebih dahulu sesuai kasus (prioritas yang 
kasuistis) atau sesuai dengan kasus yang dihadapi, namun tetap memperhatikan 
secara berimbang asas lainnya dalam kasus tersebut. 
Sehingga diharapkan dalam konsep ini bagi seorang hakim dalam 
memeriksa dan memutus suatu perkara dapat disesuaikan dengan prioritas 
keadaan sesuai kasuistis dan tetap dalam putusan yang dijatuhkan hakim harus 
mempertimbangkan dengan nalar yang baik yang sesuai dengan hati nurani hakim 
yang merdeka dan mandiri. 
 
Simpulan 
Berdasarkan uraian di atas, kesimpulan yang dapat diambil adalah Metode 
untuk mengharmonisasikan mengenai norma kebebasan hakim di tiap 
yurisdiksi/ruang lingkup peraturan perundang-undangan tentang macam-macam 
peradilan yang bertujuan untuk menyeragamkan maupun menyerasikan kekaburan 
pemaknaan mengenai norma kebebasan hakim baik dalam pedoman materiil 
(UUKK) dan formil (KUHAP) bagi hakim, dapat diperoleh dengan cara Pertama, 
dengan metode interpretasi gramatikal, dimana kata “didasarkan” dalam KUHAP 
tersebut dimana Surat Dakwaan yang dijadikan acuan bagi hakim dalam 
menjatuhkan putusan seharusnya hanya sebagai rambu-rambu/peringatan ataupun 
sebagai legal opinion untuk hakim dalam menjatuhkan putusan. Artinya disini, 
Surat Dakwaan hanya digunakan sebagai bahan pertimbangan saja yang di 
dalamnya mencakup gambaran umum mengenai beratnya tuntutan bagi terdakwa, 
bukan dijadikan sebagai dasar atau acuan bagi hakim dalam membuat putusan. 
Sehingga diharapkan, hakim lebih bebas untuk menentukan hasil putusan yang 
akan dibuat. 
Selanjutnya dengan cara metode interpretasi sistematis dengan menafsirkan 
seluruhan undang-undang yang terkait dengan kekuasaan kehakiman. Intisari 
pemaknaan norma kebebasan hakim yang diperoleh dari tiap yurisdiksai/ruang 
lingkup pengadilan tersebut adalah dalam menyelenggarakan peradilan, hakim 
harus merdeka dan mandiri demi tegaknya hukum dan keadilan, dimana lembaga 
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peradilan tersebut harus bersih dan berwibawa, sehingga dapat terpenuhi rasa 
keadilan dalam masyarakat. 
Terkait dengan Konsep mengenai kebebasan hakim di masa yang akan 
datang, pertama dapat diperoleh dengan cara melakukan perbandingan antara 
sistem hukum civil law dan common law. Konsep Kebebasan (Merdeka dan 
Mandiri) Hakim yang tersusun rapih secara sistematis doktrinal dalam sebuah 
peraturan perundang-undangan, namun mengadopsi nilai kaidah hukum dari 
negara common law yang berdasarkan putusan hakim, sehingga hakim disini  
memiliki wewenang yang sangat luas untuk menafsirkan peraturan hukum yang 
berlaku dan menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang mengikuti 
perkembangan masyarakat, dimana kebebasannya tidak terbelenggu oleh 
peraturan perundang-undangan, namun hukum atau keputusan yang dibuat oleh 
hakim memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara umum (bukan hanya 
untuk pihak yang berperkara saja). 
Selanjutnya konsep kebebasan hakim yang  mencerminkan tujuan hukum, 
dimana konsep kebebasan (merdeka dan mandiri) hakim yang tersusun rapih 
secara sistematis doktrinal dalam sebuah peraturan perundang-undangan, namun 
fleksibel dan up to date menafsirkan peraturan hukum yang berlaku dan 
menciptakan prinsip-prinsip hukum baru yang mengikuti perkembangan 
masyarakat tersebut tetap harus mencerminkan tujuan hukum (kepastian hukum, 
keadilan, dan kemanfaatan), dimana dalam menerapkan asas tersebut 
diprioritaskan terlebih dahulu sesuai kasus (prioritas yang kasuistis) atau sesuai 
dengan kasus yang dihadapi, namun tetap memperhatikan secara berimbang asas 
lainnya dalam kasus tersebut. Sehingga diharapkan dalam konsep ini bagi seorang 
hakim dalam memeriksa dan memutus suatu perkara dapat disesuaikan dengan 
prioritas keadaan sesuai kasuistis dan tetap dalam putusan yang dijatuhkan hakim 
harus mempertimbangkan dengan nalar yang baik yang sesuai dengan hati nurani 
hakim yang merdeka dan mandiri. 
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